PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 15 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PERJIALANAN D NAS DALAM NECER
BAQ PEGAWA NECER

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa peraturan perjalanan dinas dalam negeri yang ditetapkan dalam
Peraturan Pernerintah No. 33 tahun 1955 (Lenbaran-Negara tahun 1955 No. 77)
di pandang tidak sesuai |agi dengan perkenbangan serta pertunbuhan keadaan
pada waktu sekar ang;

Menper hat i kan:
Saran-saran dari Panitya Retooling Aparatur Negara dan Panitya Khusus
Penbant u Véki | Perdana Menteri;

Mengi ngat :

Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

Mendengar :

Wki| Perdana Menteri 11, Menteri Koordi nator Konpartenen Keuangan, Menteri

U usan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan dan Menteri UWusan Anggaran
Negar a;

MEMUTUSKAN :

Dengan nencabut Peraturan Penerintah No. 33 tahun 1955 (Lenbaran- Negara
tahun 1955 No. 77) dan Peraturan-peraturan/ keputusan-keput usan t anbahannya
yang bertent angan dengan Peraturan Presiden ini;

Menet apkan:
Peraturan Presiden tentang Penetapan Peraturan Perjalanan DO nas Dalam
Negeri bagi Pegawai Negeri .

At uran unum
Pasal 1.

(1) Yang di naksudkan dengan perjal anan di nas dal am peraturan ini adal ah
perj al anan yang di | akukan untuk kepentingan Negara atas perintah yang
berwaj i b.

(2) Pegawai negeri, yang sedang nel akukan perjal anan di nas sel ama berada
di luar tenpat kedudukannya tidak bol eh di kurangi hak-hak yang sudah
di perol ennya sebagai pegawai ataupun fasilitas-fasilitas yang
ber hubungan dengan | abat annya.

(3 aya perjal anan dinas di dal amnegeri ditanggung ol eh Negara nenurut
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dal am perat uran
ini.

(4) Yang dimaksudkan dengan pegawai negeri dalam peraturan ini adal ah



(9)

(6)

(1)

(2)

nereka yang digaji nenurut P.GP.N-1961, berdasarkan Peraturan
Pereri ntah No. 200 tahun 1961.

Peraturan ini tidak berl aku unt uk:

a. perjalanan  di nas para Mnteri, Pej abat - pej abat yang
kedudukannya sebagai Menteri, anggota Angkatan Perang dan
pegawai S pil Angkatan Perang,

b. perjal anan dinas yang biayanya dibayar dari uang jalan tetap
dan berdasarkan Peraturan Penerintah No. 200 tahun 1961
(P.GP.N-1961) diatur dengan peraturan khusus;

C. pegawai negeri yang nenduduki pangkat GJ 111 ke bawah, yang
ber hubungan dengan sifat pekerjaannya harus nenjal ankan tugas
pekerjaan di luar tenpat kedudukannya, yang bi ayanya ditanggung

ol en Negar a;
aya perjalanan dari pegawai golongan GJIIl ke bawah

termaksud, yang berhubung dengan sifat pekerjaannya harus
sering nenj al ankan tugas pekerjaan di |uar tenpat kedudukannya,
dibayar nenurut peraturan yang Kkhusus ditetapkan untuk
gol ongan- gol ongan pegawai itu oleh Mnteri yang bersangkutan
dengan persetujuan Mnteri Wusan Pendapatan, Penbiayaan dan
Pengawasan.

Ment eri Uusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan berhak
nenet apkan, bahwa bi aya perjal anan yang tidak di sebut dal am perat uran
ini, dibayar nenurut peraturan ini, bai k sebagi an naupun senuanya.

Perj al anan di nas.
Pasal 2.

Yang di naksudkan dengan perj al anan dinas dal ampasal 1 ayat (1), (2)
dan (3) peraturan ini adal ah:

a. perj al anan pi ndah;

b. perj al anan j abat an.

Perj al anan pi ndah adal ah perj al anan yang di | akukan ol eh:

a. nereka yang diterima wuntuk jabatan negeri dari tenpat-
tinggal nya ke tenpat kedudukan yang ditentukan nenurut surat
keput usan yang ber sangkut an;

b. pegawai negeri yang di pi ndahkan dari tenpat kedudukan yang | ama
ke tenpat kedudukan yang baru, kecuali jika kepindahan itu
terjadi atas permntaan sendiri, yang harus dinyatakan dal am
surat keput usan yang ber sangkut an;

Dalam hal ini harus pula dinyatakan dalam surat keputusan
bersangkut an, bahwa senua biaya perjal anan, berhubung dengan
kepi ndahan itu tidak dipi kul ol eh Negara,

C. peganai negeri yang ditugaskan bepergian ke luar negeri dan
tenaga bangsa Asing yang nenpunyai perjanjian kerja dengan
Peneri ntah Republik |ndonesia yang diberi cuti |uar negeri atas
bi aya Negara dengan izin penbesar yang berwajib, dari tenpat
kedudukannya ke tenpat ia bertol ak ke | uar negeri;

d. pegawai negeri yang datang dari luar negeri dan tenaga bangsa
Asing yang nenpunyai perjanjian kerja dengan Penerintah yang
di dat angkan dari luar negeri dan/atau yang kenbali dari cuti



luar negeri atas biaya Negara, dari tenpat ia tiba di |ndonesia
ke tenpat kedudukan yang ditunj uk bagi nya;

Jika tidak ditentukan lain, maka yang dianggap sebagai tenpat
tiba di Indonesia adal ah Jakart a.

(3) Perjalanan jabatan adal ah perjal anan pul ang-pergi yang dilakukan

ol eh:

a. nereka yang nenurut perintah yang berwaj i b nel akukan perj al anan
untuk kepentingan Negara dari tenpat kedudukan, tenpat tinggal
atau tenpat nereka berada untuk kepentingan Negara, ke tenpat
yang harus di kunj ungi ;

b. pegawai negeri yang karena hendak nendapat surat keputusan
Dokter tentang penyakitnya diharuskan nenghadap Myelis
Kesehatan Pegawai atau di haruskan datang pada seorang dokter
penguu tersendiri untuk:

nenper ol eh cuti-sakit,
2. di per bol ehkan ber henti dari j abat an negeri karena sakit,
3. di bebaskan dari pekerjaan yang diserahkan kepadanya
karena sakit, dari tenpat kedudukannya ke tenpat najelis
itu bersidang atau ke tenpat dokter itu nelakukan
pener i ksaan;

C. pegawai negeri yang nendapat |uka karena dan pada waktu
nel akukan tugasnya, harus diobati atau dirawat di |uar tenpat
kedudukannya, dari tenpat ia berada ke tenpat ia diobati atau
di rawat ;

d. pegawai negeri yang nengikuti ujian-jabatan ke tenpat yang
ditentukan oleh Penerintah di luar tenpat kedudukannya. Cara
nel akukan perj al anan.

Pasal 3.
Perj al anan di nas harus dil akukan dengan bi aya sehenat - hemat nya bagi Negar a.
Penbagi an gol ongan pegawai negeri .
Pasal 4.
(1) Berhubung dengan hak-hak nereka untuk nendapat penggantian biaya
perjal anan dinas, pegawai negeri dibagi dalam 4 (enpat) gol ongan
nenur ut pangkat nya pada waktu perjal anan di mul ai, sebagai beri kut:

Gol ongan |: pegawai negeri yang digaji nenurut gol ongan F/ 1V ke atas
P.GP. N -1961;

Gol ongan 11: pegawai negeri yang digaji nenurut golongan F 11
sanpai dengan F/ 111 P.GP. N -1961;

Golongan 111: pegawai negeri yang digaji nenurut golongan E I
sanpai dengan E/Ill1 P.GP. N -1961;

Gol ongan 1V pegawai negeri yang digaji nenurut golongan DI
sanpai dengan DDl P.GP.N- 1961.



(2) Dalamhal pegawai nel akukan perjal anan di nas untuk nenjabat pekerjaan
baru, naka yang dipakai dasar untuk nenentukan gol ongannya adal ah
pangkat (golongan dalam P.GP.N- 1961) untuk jabatan baru itu
nenurut surat keputusan yang ber sangkut an.

(3) Pegawai negeri yang nenmangku jabatan Penbantu Menteri, Sekretaris
Menteri Koordinator, Sekretaris Mnteri, Kepala ro/ D rektorat,
di naksudkan dal am Per at uran- peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962
(di senpur nakan) yo Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963
(di senpur nakan) di masukkan dal am gol ongan 1.

Penet apan kel as di kereta-api, bus, kapal-laut, kapal -udara
dan hotel .

Pasal 5.
Untuk perjal anan dinas dengan kereta-api, bus, kapal-laut dan kapal - udara
dan untuk nenginap di hotel ditentukan penbagi an kel as sebagai di bawah
ini:

ol ongan Kereta-api Bus Kapal |aut Kapal -udara Hot el

Kel as kel as Kel as kel as kel as
| 1 1 1 1 A
I 1 1 1 1 A
[11 2 1 2 2 B
|V 3 2 3 2 C

dengan ket ent uan bahwa:

a. untuk perjalanan dinas yang dilakukan dengan kereta-api atau lain
alat pengangkutan mlik Negara dengan penbayaran tangguh ataupun
dengan percuna tidak diberi kan penggantian bi aya apa pun;

b. 1. dalam hal di kereta-api tidak ada kelas 3, pegawai negeri dari
golongan IIl dapat nenunpang di kelas | dan nereka dari
gol ongan 1V dapat nenunpang di kel as 2;
2. ketentuan tersebut berlaku juga untuk bus, kapal-laut, kapal-
udara dan hotel ;

C. terkecuali dalam keadaan nenaksa, yang diperbol ehkan nel akukan
perjal anan dinas dengan nenpergunakan kapal udara hanya pegawai
golongan 111 ke atas;

d. dal am nel akukan perjal anan dinas dengan kapal -laut, pegawai negeri

wani t a nenunpang ser endah-rendahnya di kel as 2.
Pengganti an bi aya perj al anan di nas.
Pasal 6.

(1) Wtuk perjalanan dinas diberikan penggantian biaya perjal anan dan
uang-harian, dan disanping itu untuk perjal anan- pindah diberikan
pul a pengganti an biaya nengepak dan nengangkut perabot runah-tangga
atas beban Bagian anggaran dang/ Departenen/Bagi an Peneri ntahan
yang bersangkutan nenurut peraturan yang ditetapkan oleh Mnteri
U usan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Untuk nendapat penggantian biaya nenurut peraturan ini, perjalanan
harus dil akukan dal am waktu satu tahun sesudah hak untuk nel akukan
perjal anan itu diperol eh.

B aya perj al anan kel uar ga.
Pasal 7.

Untuk perjal anan pindah diberikan penggantian biaya perjal anan dan
pengi napan bagi kel uarga yang sah dari pegawai yang ber sangkut an yang
i kut pi ndah, nenurut ketentuan di bawah ini:
a. kel uarga yang sah, ialah istri/suam atau istri-istri yang sah,
anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang di sahkan
nenur ut hukum
b. anak yang nendapat penggantian biaya nenurut peraturan ini
i al ah:
1.anak laki-laki yang berumur kurang dari 25 tahun pada waktu
berangkat dan tidak nenpunyai pencaharian sendiri;

2. anak |aki-laki yang berunmur lebih dari 25 tahun yang
nmenurut surat keterangan dokter nenpunyai cacad yang
nenj adi sebab ia tidak dapat nencari nafkah sendiri;

3. anak perenpuan yang tidak bersuam dan tidak nenpunyai
pencaharian sendiri .
C. bi aya bagi kel uarga diatur nenurut ketentuan di bawah ini:
1. untuk perjal anan dengan kereta-api, bus, kapal-laut dan

kapal -udara diberi kan penggantian biaya sebanyak biaya
yang sesungguhnya di kel uarkan nenurut tarip yang berl aku,
tetapi tidak nelebihi biaya untuk kelas yang ditetapkan
bagi pegawai yang bersangkutan, kecuali dalam hal
ternaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b dan c.

2. bagi isteri/suam atau isteri-isteri dan anak diberikan
uang harian sejunmiah yang ditetapkan bagi pegawai itu
sendi ri sedangkan  untuk biaya  bagasi di beri kan

pengganti an bi aya sebesar 50% dari yang ditetapkan bagi
pegawai yang ber sangkut an.

Biaya termaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan juga untuk
isteri/suam (dengan anaknya, anak tirinya dan anak angkatnya dan
anak yang disahkan nenurut hukun) dari pegawai negeri yang nikah
berwaki| dengan isteri/suam itu, dari tenpat tinggal nya di |ndonesia
pada waktu perkaw nan dil angsungkan ketenpat kedudukan pegawai yang
ber sangkut an.

Pengganti an bi aya perjal anan bagi kel uarga ternaksud dal am ayat - ayat
(1) dan (2) yang nenyusul ke tenpat kedudukan pegawai hanya di berikan
apabi | a perj al anan di | akukan:

a. bagi isteri/suam dan anak yang tidak bersekol ah, dal amwaktu 3
bul an sesudah pegawai berangkat atau perkaw nan di | angsungkan;
b. bagi anak yang bersekol ah, pada akhir tahun pelajaran yang

sedang bej al an sesudah pegawai ber angkat .

Jika karena sakit atau hal angan |ain perjal anan kel uarga tidak dapat
di | akukan dal am waktu tersebut di atas, maka atas pernohonan pegawai
yang berkepentingan Mnteri Wusan Pendapatan, Penbiayaan dan



(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pengawasan dapat nengi zi nkan kel uarga tersebut nel akukan perjal anan
sesudah waktu yang di t ent ukan.

Biaya untuk perjalanan kel uarga yang nenyusul diberikan juga bagi
anak-anak yang dil ahi rkan setel ah pegawai ber angkat .

Hak untuk nendapat penggantian biaya perjal anan ternmaksud pada ayat
(3) pasal ini hilang, apabila pegawai neninggal dunia, atau
diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan negeri sebel um
kel uar ganya ber angkat .

a. Dal am hal perjal anan-pi ndah termaksud pada pasal 2 ayat (2)
peraturan ini, pegawai yang bersangkutan di perkenankan. nenbawa
penbantu rumah-tangga atas biaya Negara sanpai ke tenpat yang
dituju;

b. aya yang ditanggung ol en Negara ial ah biaya perjal anan dengan
kereta-api, bus, kapal-laut atau kapal -udara dal am kel as yang
terendah, dengan ketentuan, bahwa pegawai yang di masukkan dal am
golongan | dan Il dibol enhkan 2 orang penbantu runah tangga dan
pegawai dari golongan IIl dan |V, seorang penbantu rumah
t angga.

Penbayar an bi aya perjal anan dan penberian uang nuka.
Pasal 8.

aya perjalanan yang nenjadi hak pegawai nenurut peraturan ini
di bayar sesudah perjal anan ber akhir.

Bagi nereka yang nenerlukannya sebelum perjalanan dinulai atau
berakhir atas permntaannya dapat diberikan uang nuka (persekot)
nenurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Mnteri U usan
Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan.

Pengawasan daf t ar - ongkos- per j al anan.
Pasal 9.

Pejabat tinggi pada B dang/ Departenen/ Bagi an Penerintahan dan Badan
Penerintahan Tertinggi termaksud dal am Perat uran-peraturan Presiden
No. 4 dan 5 tahun 1962 (disenpurnakan) yo Peraturan Presiden No. 1
tahun 1963 (disenpurnakan). Lenbaga Negara Tertinggi dan Kepal a
Kantor Daerah dari Drektorat yang nenpunyai O ganisasi vertikal,
sebagai pej abat yang bertanggung-j awab, wajib nenganat-anati, supaya
dal am lingkungan instansinya tidak diadakan perjal anan dinas yang
tidak perlu. Pegawai negeri yang nel akukan perjal anan jabatan harus
nemnta kepada kepal a Kantor di tenpat yang di kunj ungi nya pernyat aan
tentang hari tiba dan hari berangkat dari tenpat itu.

Instansi yang dimnta pernyataan tersebut di atas wajib nenberikan
pernyataan yang dimnta itu.

Tanggung-j awab atas kerugi an Negar a.



Pasal 10.

B | amana sesuatu perjal anan di nas neni nbul kan kerugi an bagi Negara mnaka
pegawai yang nel akukan perjal anan, pegawai yang nenberikan perintah
bepergi an, dan pegawai |ain yang bersalah, lalai atau al pa dal am hubungan
dengan perjalanan itu, bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian itu
nenur ut perat uran dal am Undang- undang Keuangan Negar a.

Wkt u ber akhi rnya hak penggantian ongkos perj al anan.
Pasal 11.
aya perjalanan yang tidak dimnta penggantinya di dalam waktu yang
ditetapkan dal am peraturan tentang hutang-piutang Negara, tidak dibayar

karena kadal unarsa nenurut ketentuan yang berlaku dalam Uhdang-undang
Keuangan Negar a.

Véwenang Menteri W usan Pendapat an, Penbi ayaan
dan Pengawasan.

Pasal 12.

Menteri Wusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan di beri wewenang unt uk:

a. nenet apkan peraturan-peraturan dan contoh-contoh yang perlu untuk
nenj al ankan peraturan ini;

b. nenet apkan peraturan-peraturan di dalam hal -hal yang tidak ternuat
dal amperaturan ini;

C. nenberi kan biaya yang lebih tinggi dari yang ditetapkan nenurut
peraturan ini jika nmenurut pertinbangannya ada al asan yang sah unt uk
ity

d. nenganbi | keputusan yang nenyinpang dari peraturan ini apabila di

dal am sesuatu hal pel aksanaan peraturan ini neni nbul kan keadaan
kurang adil, atau dalamhal yang | uar biasa;

e. nenberi keputusan di  dalam hal tinbul Kkeragu-raguan nengenai
penberian tafsiran atau pendapat nengenai naksud dan arti daripada
peraturan ini dengan ketentuan bahwa di dal am nenganbi| keputusan
pegawai tidak dirugikan;

f. nenut uskan apakah ket er angan- ket erangan dan pengel uaran- pengel uar an
dal am daft ar- ongkos- perj al anan, yang tidak disertai bukti yang sah
dapat di sahkan atau tidak.

Pasal 13.

Menteri Wusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan dapat nenyer ahkan
sebagi an kekuasaan yang di beri kan kepadanya, nenurut peraturan ini kepada
Kepal a D rektorat Perjal anan.

Pasal 14.
Peraturan ini nenjadi pedonan bagi peraturan perjal anan dinas dari pegawai

daer ah-daerah Swnatantra, instansi-instansi sem Penerintah dan perusahaan-
per usahaan Negara berdasarkan Uhdang-undang No. 19 Prp tahun 1960.



Per at uran peral i han.
Pasal 15.

(1) Senentara belum diatur dalam peraturan tersendiri peraturan ini
berl aku juga bagi :
pegavai negeri yang diberhentikan dengan hornat dari jabatan
negeri dengan nendapat hak pensiun atau tunjangan yang
di sanakan dengan pensiun itu, dari tenpat kedudukannya
kesesuatu tenpat ia hendak tinggal nenetap di dal am Negara
Republ i k | ndonesi a;

b. pegawai negeri yang dengan izin penbesar yang bersangkutan
di berhenti kan dari jabatannya dengan diberi uang tunggu, dari
tenpat kedudukannya ke suatu tenpat di dal am Negara Republik
| ndonesi a di nana i a hendak nenet ap;

C. keluarga yang sah nenurut peraturan ini dari pegawai negeri
yang neninggal dunia, dari tenpat kedudukannya pegawai Yyang
terakhir ke suatu tenpat keluarga tersebut hendak tinggal
nenet ap di dal am Negara Republ i k | ndonesi a;

d. kel uarga yang sah nmenurut peraturan ini dari pegawai pensi unan
yang neninggal dunia, dari tenpat tinggal nya ke suatu tenpat
keluarga itu hendak tinggal nenetap di dal am Negara Republik
| ndonesi a;

e. pegawai negeri yang sewaktu nel akukan perjalanan dinas
nmeninggal dunia di luar tenpat kedudukannya dari tenpat
neni nggal nya ke tenpat kedudukannya, dengan ketentuan bahwa
ongkos-ongkos  pengangkutan jenazah serta nereka yang
nengur uskan j enazah itu di bayar ol eh Peneri ntah;

f. ongkos pengangkutan pul ang-pergi pegawai negeri yang di beri
cuti sakit dan nenurut surat keterangan dokter, harus dirawat
di luar tenpat kedudukannya, dari tenpat kedudukannya ke tenpat
i a harus nenjal ankan perawatan itu:

g. pegawai negeri yang diberi cuti besar dalam negeri nenurut
peraturan yang berlaku, beserta keluarganya yang sah nenurut
peraturan ini dari tenpat kedudukannya ke tenpat yang dituju
dan kenbali, dengan ketentuan bahwa yang di bayar ol eh Negara
hanya ongkos pengangkut an dengan kapal , kereta-api atau bus.

(2) Pegawai negeri dan bekas pegawai negeri ternmaksud dal am ayat 1 pasal
i ni, di nasukkan dal am gol ongan nenurut pangkat/j abatan yang terakhir,
sedangkan keluarga pegawai negeri atau pegawai pensi unan yang
neninggal dunia dinmasukkan dalam golongan nenurut pangkat yang
terakhir dari pegawai yang neni nggal itu.

Pasal 16.
Senentara Peraturan Perjal anan D nas bagi anggota Angkat an Kepol i si an bel um
diatur naka peraturan ini berlaku juga bagi nereka dengan Kketentuan
penggol ongan sebagai beri kut :
Glongan |: A un Komsaris Besar Polisi ke atas;

Gol ongan 11: Komsaris Polisi Il sanpai dengan Komsaris Polisi |;



Golongan 111: Inspektur Polisi tingkat Il sanpai dengan A un Komsaris
Pol i si;

Gol ongan 1V Aun Inspektur Polisi tingkat [l sanpai dengan A un
| nspektur Polisi tingkat I.

Per at uran t anbahan.
Pasal 17.

(1) Peraturan Presiden ini tidak berlaku selama di daerah- daerah
kepulauan R au dan Propinsi Irian Barat nasih berlaku masing-
masing K R Ro. Raudan 1. B. Ro. Irian Barat.

(2) Dengan persetujuan VéKkil Perdana Menteri, Ment er i U usan
Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan nmenbuat peraturan khusus
nmengenai perjal anan dinas ke, di dan dari daerah tersebut.

Penut up.
Pasal 18.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat menget ahui nya mnemerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republ ik

| ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Mei 1964.
Presi den Republ i k I ndonesi a,

Tt d.
SKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1964.
Véki| Sekretaris Negara,
Tt d.
SANTCSO S . H
Brig. Jend. T.NI.
PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 15 TAHUN 1964
TENTANG

DALAM NECER BAG PEGAWAI NECER .
UMM

1. Peraturan perjal anan di nas dal amnegeri, yang nasi h berl aku sekarang,



ditetapkan terakhir dengan Peraturan Penerintah No. 33 tahun 1955
(Lenbar an- Negar a tahun 1955 No. 77).

Sebel um itu, berlaku peraturan perjal anan dinas yang didal am tahun
1950 didasarkan kepada Reisbesluit (Stbl. No. 66 tahun 1936) dan
kenudi an diubah dan disusun kenbali nenurut perkenbangan serta
per t unbuhan keadaan.

Setelah Penerintah kenbali kepada Undang-undang Dasar 1945 dan
My elis Pernusyawaratan Rakyat Senentara nenetapkan Hal uan Negara
nenurut garis yang ditetapkan di dal am Manifesto Politik, naka bai k
Depart emen Keuangan dahul u, naupun Panitia Retooling Aparatur Negara
dan Panitia Khusus penbantu Vékil Perdana Menteri, telah berusaha
nenyusun kenbal i perat uran-perat uran perjal anan di nas pegawai negeri .

Pada pokoknya pi ki ran-pi ki ran yang terdapat dal am usaha penyenpur naan

itu adal ah sama, vyaitu:

a. nenyusun suatu peraturan yang dapat nenbantu usaha penyusunan
aparatur Negara serta petugas-petugasnya yang berdaya guna
sebagai al at Revol usi .

b. nenghi | angkan per asaan- per asaan yang di anggap kurang adi| dal am
penggol ongan pegawai karena adanya jabatan penting, Yyang
di pangku ol eh pegawai - pegawai yang berhubungan (dengan nasa
kerjanya nasi h nmenduduki pangkat yang |ebih rendah dari tenan
sej abat an yang sudah nenpunyai |ebi h banyak masa kerj anya.

C. nenet apkan tarip-tarip pengganti an ongkos-ongkos yang di pandang
tidak sesuai dengan tingkat harga yang berl aku.

Setel ah regroupi ng Kabi net Kerja dan penyusunan kenbal i Pokok- pokok
Qganisasi Aparatur Penerintahan Negara pada tingkat Tertinggi
berdasarkan Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962
(di senpur nakan) jo Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963
(di senpurnakan) di pandang telah tiba saatnya untuk nenbuat suatu
peraturan baru, yang | ebi h sesuai dengan perkenbangan sekarang ini.
Berlainan dengan pikiran yang terdapat dalam peraturan dahulu,
peraturan ini hanya nengatur soal-soal perjalanan dinas pegavai
negeri dal amdinas aktip.

SQAL- SOAL  YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PERJALANAN

D dalam peraturan ini pada prinsipnya hanya diatur soal-soal
perjal anan pegawai negeri dalam dinas aktip yang dil akukan untuk
kepenti ngan Negara, yang di sebut perjal anan di nas.

Perj al anan bekas pegawai negeri, bai k dengan nendapat hak pensi un
maupun dengan di beri uang tunggu, serta perjalanan cuti, baik cuti
karena sakit, maupun cuti besar pada hakekat nya bukan nerupakan
perjalanan dinas untuk kepentingan Negara dan Kkarena itu
seyogyanya di atur dal amperaturan tersendiri.

Juga pengangkut an jenazah dari pegawai negeri yang neninggal
dunia sewaktu nel akukan perjal anan dinas, tidak dapat dinamakan
perjal anan dinas dan karenanya hal ini tidak digolongkan dal am
peraturan ini sebagai perjal anan di nas.

Sanbi| menunggu di kel uarkannya peraturan yang mnengatur soal - soal



tersebut angka 2 huruf b dan c¢ di atas, maka untuk menghi ndarkan

kekosongan, dalam pasal 15 dinuat peraturan peralihan nengenai

ket ent uan- ket ent uan yang nmenanpung soal - soal ini.

Untuk menjamn agar tidak |agi dilakukan perjalanan yang pada

hakekat nya tidak perlu atau bukan merupakan perjal anan dinas, di

dal am peraturan ini di adakan penbatasan tentang gol ongan pej abat

yang dapat nel akukan perjal anan dinas, yaitu dari golongan D ke
at as, dengan pokok pi ki ran sebagai beri kut:

1. perjal anan dari Jakarta sebagai |bu Kota Penerintahan Pusat
ke Daerah Swatantra tingkat | (Propinsi) dan sebaliknya,
hanya boleh dilakukan oleh Kepal a-kepala Kantor tingkat
Propinsi di dalam daerah itu atau pegawai - pegawai yang tel ah
nenduduki pangkat gol ongan F.

2. Perjalanan dari Daerah Swatantra tingkat | (Propinsi) ke
daerah Swatantra tingkat |l (Kabupaten) atau sebaliknya,
hanya bol eh di | akukan ol eh Kepal a Kantor di dal amdaerah itu
atau pegawai - pegawai yang tel ah menduduki pangkat gol ongan E

ke atas.
3. perjal anan dari Daerah Swmatantra tingkat |l (Kabupaten) ke
Daerah Swnatantra tingkat |1l (Kecamatan) atau sebaliknya,

hanya bol eh tingkatan oleh Kepala Kantor atau pegawai yang
t el ah nenduduki pangkat gol ongan D ke at as.

4. pegawai - pegawai yang nenduduki pangkat QOJ 11 kebawah
kebanyakan terdiri dari pegawai - pegavai Adm ni strasi,
sedangkan pegawai - pegawai teknis yang terdapat dal am gol ongan
ini, unpananya Par aki t - Pener angan, Pengamat  Kehewanan,

Mantri - Pert ani an dan sebagai nya yang nmenpunyai daer ah j abat an
tertentu, untuk perj al anan-perj al anan dal am daer ah j abat annya
itu nendapat uang jal an tetap,

Dengan penbatasan ini, maka dapatlah diharapkan bahwa
kebi asaan yang sering dil akukan untuk nenerintahkan pegawai
beper gi an yang pada hakekat nya bukan unt uk kepenti ngan Negara
atau perjalanan yang sebetulnya dapat disel esai kan dengan
surat nenyurat untuk kenudi an hari dapat ditiadakan.
Bagi kantor-kantor daerah atau kantor inspeksi dari direktorat
atau dinas pada departenen/badan penerintahan tertinggi, yang
penbagi annya tidak sejalan dengan penbagi an daerah admnistratip
di maksud di atas, berlaku ketentuan, bahwa yang dianggap sebagi a
kantor/di nas/tingkat propinsi adalah kantor/dinas yang |angsung
berada di bawah pi npi nan dan pengawasan dir ekt orat/ di nas di naksud.
D dal am nel akukan perjal anan dinas dalam negeri harus selalu
di usahakan supaya biaya yang nenjadi tanggungan Negara dil akukan
sehenat - hemat nya.
Jumtah biaya yang diperoleh itu adalah demkian rupa sehingga
ti dak neni nbul kan kesan bahwa dengan biaya perjal anan itu pegawai
negeri seakan-akan dapat nencari ke untungan untuk diri sendiri,
tetapi pula jangan hendaknya mengaki batkan keseganan untuk
el akukan perj al anan di nas.
Cara dan bentuk dari perjalanan dinas tersebut hendaknya di atur
sedemkian rupa sehingga pengawasan dan tindakan-ti ndakan
pencegahan dapat dil aksanakan sebagai mrana nestinya, antara lain
unpanmanya supaya Kepal a/ Menteri yang nengel uarkan surat perintah
jalan dinas itu betul-betul nelihat kepentingan dinas itu dan



Pasal

| amanya waktu yang betul -betul diperlukan, nmenganbil tindakan-
ti ndakan yang tegas dan sanksi-sanksi yang berat terhadap suatu
pel anggar an.

Soal -soal hak dan keluarga pegawai dalam peraturan ini  perlu
di per hat i kan, karena  nengaki batkan  soal - soal ini, sering
neni nbul kan  hal - hal yang dapat nmenpengar uhi pi kiran dan
neni nbul kan kerja pegawai itu.

Maka berhubung dengan itul ah di dal am peraturan ini sengaja di nuat
ketentuan yang nmenjamn hak dan fasilitas pegawai selana
nenj al ankan tugas di |uar tenpat kedudukannya.

Juga untuk nmenberi ketenangan bagi pegawai yang dipindah dan
ber hubung dengan keadaan harus berangkat |ebih dahulu diadakan
ketentuan bahwa perjalanan keluarga yang nenyusul dijamn ol eh
Negara, sedangkan anak-anak yang masi h duduk dal am bangku sekol ah
di beri kesenpatan untuk neneruskan pelajarannya sanpai tahun
pel aj ar annya.

D dalam peraturan |ama, ada keharusan anak-anak menyusul dal am
waktu 6 bulan. Dengan demkian kesulitan mnengenai soal sekol ah
yang sering dial am dalam hal pindah dapat diatasi. Juga mengenai
uang harian bagi keluarga yang nenurut peraturan |ama hanya
di beri kan sebanyak setengah dari jum ah yang nenjadi hak pegawai,
di dalam peraturan ini hanya diberikan sebanyak setengah dari
jumah yang nenjadi hak pegawai, di dalam peraturan ini diberi
penuh, karena uang harian dal am perjal anan itu adal ah untuk, makan
m numdan | ai n-1ain.

Karena soal -soal biaya perjal anan di nas Angkat an Bersenjata adal ah
sangat spesifik maka untuk keperluan itu perlu di adakan Perat uran
tersendiri, walaupun dasar dan prinsip dari pada peraturan itu
sanma dengan peraturan bagi pegawai sipil.

Mengi ngat bahwa Angkatan Kepolisian menpunyai sistem kepangkat an
sendiri nmaka sebelum diadakan peraturan-perjalanan dinas dal am
negeri bagi Angkatan tersebut senentara bagi golongan ini berlaku
juga peraturan ini.

Untuk rmnencegah kekosongan dan untuk rmengatasi hal-hal yang
di pandang tidak adil dal am pel aksanaannya dan pada waktu menbuat
peraturan ini belum dapat dilihat sebagai suatu kenyataan, mnaka
Menteri  Wusan Pendapatan, Penbiayaan dan Pengawasan di beri
wewenang untuk menganbil tindakan sebagai mana tercantum dal am
pasal 12 dan pasal 13.

PASAL DEM PASAL:

1.

Ayat 4. Peraturan ini tidak berlaku untuk para Menteri dan
Pej abat - pej abat yang kedudukannya sebagai Ment eri
at aupun pegawai yang dal am nel akukan suatu tugas khusus



ol eh Penerintah di samakan kedudukannya dengan Menteri
dan pula tidak berlaku untuk Angkatan Perang. Untuk
perjal anan di nas yang biayanya di bayar dari uang jal an
tetap serta bagi para pegawai negeri yang nenduduki
pangkat COJ 111 kebawah yang berhubung dengan sifat
pekerjaannya harus nmenjalankan tugas diluar tenpat
kedudukannya, dibayar nmenurut peraturan yang khusus
di t et apkan untuk gol ongan pegawai itu oleh Menteri yang

ber sangkut an, dengan persetujuan Menteri U usan
Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan.
Ayat 5. Perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini

tetapi sifatnya dapat di sanakan dengan perj al anan di nas
nenurut peraturan ini oleh Mnteri Wusan Pendapat an,
Penbi ayaan dan Pengawasan, di putuskan untuk di beri
penggantian biaya menurut peraturan ini baik sebagi an
naupun senuanya.

Pasal - pasal 2 dan 3.

Pasal

Qukup j el as.

4.

Penbagi an gol ongan ini diadakan berdasarkan gol ongannya adal ah
pangkat (golongan dalam P.GP.N-1961) dan bukan berdasarkan
besarnya gaji-pokok pegawai, mengi ngat dal am kenyat aannya apabil a
penbagi an di dasarkan atas gaji-pokok, maka banyak pegawai yang
pangkatnya lebih tinggi untuk dikelas yang lebih rendah dari
pegawai yang pangkat nya | ebi h rendah.

Pasal - pasal 5 dan 6.

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Qukup j el as.

7.

Ayat-ayat (1),(2) dan (3). Berlainan dengan peraturan |ama untuk
perjal anan kereta-api, bus, kapal-laut dan pesawat-udara, bagi
kel uarga diberikan uang harian yang sama besarnya seperti bagi
pegawai yang ber sangkut an.

Hal ini nengi ngat bahwa jum ah biaya-bi aya yang perlu di kel uarkan
dal am perj al anan untuk makan dan m numtidakl ah sedi ki t.

8.
Qukup j el as.

0.

Suatu perjal anan di nas hanya di akui sah apabila diketahui (dengan
di bubuhi cap dan tanda tangan) oleh isntansi-instansi yang
berwenang ditenpat yang di kunjungi yaitu Kepal a Perwakil an/ Cabang
dari pada |Instansi yang bersangkutan ditenpat tersebut atau Panong
Praja tertinggi ditenpat tersebut, baik pada hari tiba di - naupun
pada -hari berangkat dari tenpat yang di kunjungi itu.

10.

B | amana ternyata ada kesal ahan/ pel anggaran, maka terhadap pegawai
yang bersangkutan harus dianbil tindakan yang keras dan sangsi
yang keras, agar terjamn kejujuran dan keadilan dan tercegah



kerugi an- kerugi an bagi Negar a.

Pasal 11.
Yang di naksudkan dengan kedal uarsa dal am pasal ini adal ah prinsip
dal unar sa yang di naksud dal am Undang- undang Keuangan Negara, yaitu
5 tahun setelah akhir tahun dlaam mana hak atas penggantian itu
di anbi| atau di sahkan ol eh instansi yang berwenang unt uk neneriksa
dan nmengesahkan daftar ongkos perj al anan.

Pasal - pasal 12 s/d 14.
Qukup j el as.

Pasal 15.
Unt uk nenghi ndarkan kekosongan di adakan peraturan peralihan ini
(I'i hat penjel asan unumangka 2, huruf b, c, dan d).

Pasal 16.
Menunggu di kel uar kannya peraturan perjal anan dinas dal am negeri
untuk Angkatan Kepolisian, maka senentara sebelum peraturan itu
ada, penggol ongan Angkatan Kepolisian nenurut caracara dalam
peraturan ini.

Pasal - pasal 17 dan 18.
Qukup j el as.
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